
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.2123, 2016 KEMENKUMHAM. Sistem Klasifikasi Keamanan 

Arsip Dinamis. Hak Akses Arsip Dinamis. 
Perubahan. 

 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 56 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP 

DINAMIS DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Klasifikasi 

Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis 

di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan hukum sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Klasifikasi 

Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis 

di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

4 Tahun 2013 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip 

Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 290); 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG 

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN HAK 

AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem 

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip 

Dinamis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 290) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses 

Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia terdiri atas: 

a. kode klasifikasi; 

b. jenis Arsip; 

c. klasifikasi keamanan; 

d. hak akses; 

e. dasar pertimbangan; dan 

f. unit pengolah. 

(2) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d terdiri dari internal dan eksternal. 

 

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

 Ditetapkan di Jakarta 

 pada tanggal 29 Desember 2016 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 56 TAHUN 2016  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN 

HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2013 

TENTANGSISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP 

DINAMIS DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA 

 

 

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS 

DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 

 

A. KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN HAK AKSES ARSIP  

DINAMIS FASILITATIF TERDIRI DARI : 

1. PERENCANAAN; 

2. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA; 

3. KEPEGAWAIAN; 

4. KEUANGAN; 

5. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA; 

6. KEHUMASAN DAN HUKUM; 

7. UMUM; 

8. PENGAWASAN; 

9. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; 

10. TEKNOLOGI DAN INFORMASI. 
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B. KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS DAN HAK AKSES ARSIP  

DINAMIS SUBSTANTIF TERDIRI DARI : 

1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; 

2. ADMINISTRASI HUKUM UMUM; 

3. PEMASYARAKATAN; 

4. KEIMIGRASIAN; 

5. KEKAYAAN INTELEKTUAL; 

6. HAK ASASI MANUSIA; 

7. PEMBINAAN HUKUM NASIONAL; 

8. SUMBER DAYA MANUSIA. 
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